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Lampiran 3. Informasi Narasumber

No Nama Jabatan
Tempat/tanggal

Lahir

1. Kuswono Kepala Desa Pemalang, 12/08/1968

2. Mohammad Syukur Sekretaris Desa Pemalang, 09/08/1986

3. Ulya Wusiro Solikhati Bendahara Pemalang, 25/04/1999

4. Mustika Setyanigrum Kaur Perencanaan Pemalang, 17/10/1988

5. Sonhaji BPD Pemalang, 12/02/1965

6. Imam Prasetya Masyarakat Desa

Sidokare

Pemalang, 17/06/1982

Lampiran 4. Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan

Dana Desa

No Indikator SPIP-

Pengelolaan Dana

Desa

Deskripsi
Pelaksanaan

Indikator
Dokumen

1. Lingkungan

pengendalian

Kondisi dalam

instansi yang

mempengaruhi

efektivitas

pengendalian

internal.

- Penegakan

integritas dan

nilai etika

- Komitmen

- Kepimimpinan

yang kondusif

- Pembentukan

struktur

organisasi

- Pendelegasian

wewenang

- Kebijakan

yang sehat

Laporan

Kinerja Badan

Permusyawar

atan Dasa

(BPD)

berdasarkan

tahun

anggaran.
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- Aparat

pengawasan

yang efektif

- Hubungan

kerja yang baik

2. Penilaian risiko Kegiatan penilaian

atas kemungkinan

terjadinya

ancaman terhadap

pencapaian tujuan

dan sasaran

akuntansi

- Penatapan

tujuan instansi

- Penetapan

tujuan kegiatan

- Identifikasi

risiko

- Analisis risiko

Laporan

kinerja Badan

Permusyawar

atan Dasa

(BPD)

berdasarkan

tahun

anggaran.

3. Kegiatan

pengendalian

Suatu tindakan

yang diperlukan

untuk mengatasi

sebuah risiko serta

penetapan dan

pelaksanaan

kebijakan dan

prosedur untuk

memastikan bahwa

tindakan

dilaksanakan

secara efektif.

- Peninjauan

kerja instansi

- Pembinaan

sumber daya

manusia

- Pengendalian

atas

pengelolaan

sistem

informasi

- Pengendalian

fisik stas asset

- Penetapan dan

peninjauan

indikator dan

ukuran kerja

Laporan

kinerja Badan

Permusyawar

atan Dasa

(BPD)

berdasarkan

tahun

anggaran.
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- Pemisahan

fungsi

- Otoritas atas

transaksi dan

kejadian

penting

- Pencatatan

transaksi dan

kejadian yang

akurat dan

tepat waktu

- Pembatasan

akses sumber

daya dan

pencatatannya

- Akuntabilitas

terhadap

sumber daya

dan

pencatatannya

- Dokumentasi

yang baik

4. Informasi dan

komunikasi

Data yang telah

diolah dan dapat

digunakan untuk

pengambilan

keputusan dalam

rangka

pelaksanaan tugas

dan fungsi instansi

pemerintah.

- Menyediakan

dan

memanfaatkan

sarana

komunikasi

- Mengelola dan

mengembangk

an serta

memperbarui

Laporan

kinerja Badan

Permusyawar

atan Dasa

(BPD)

berdasarkan

tahun

anggaran.
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sistem

informasi

secara terus-

menerus

5. Pemantauan Proses penilaian

mutu kerja

pengendalian

internal dan proses

yang memberikan

keyakinan bahwa

temuan audit dan

evaluasi lainnya

segera ditindak

lanjuti.

- Pemantauan

berkelanjutan

- Evaluasi

- Tindak lanjut

rekomendasi

hasil audit dan

riview

Laporan

kinerja Badan

Permusyawar

atan Dasa

(BPD)

berdasarkan

tahun

anggaran.

6. Perencanaan Kegiatan untuk

memperkirakan

pendapatan dan

belanja dimasa

mendatang.

Musyawarah desa

diikuti Oleh BPD

dan mayarakat

desa

- RPJMDes

a

- RKPDesa

7. Pelaksanaan Proses pencatatan

semua transaksi

pengelolaan

keuangan desa

- Pelaksana

Kegiatan

- Sekretaris

Desa

- Kepala Desa

Rencana

Anggaran

Biaya (RAB)

8. Penatausahaan Kegiatan dalam

menentukan

pengelolaan

keuangan secara

terstruktur

berdasarkan

- Kaur

Keuangan

- Kepala Desa

Buku Kas

Umum dan

Buku Kas

Pembantu

Pajak
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standar, prinsip

serta prosedur

yang telah

ditetapkan.

9. Pelaporan Penyampaian

laporan yang

dilakukan oleh

Kepala Desa

kepada

Bupati/Walikota.

- Kaur

Keuangan

- Sekretaris

Desa

- Kepala Desa

Laporan

Realisasi

Anggaran

10. Pertanggungjawaban Penyampaian

laporan

pertanggungjawab

an oleh Kepala

Desa kepada

Bupati/Walikota

- Sekretaris

Desa

- Kepala Desa

Laporan

Keuangan:

LRA dan

CALK,

Laporan

Realisasi

Pelaksanaan

Kegiatan,

Laporan

Kegiatan

Sektoral
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Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian

yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Pemalang”. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan pada responden

aparatur desa Sidokare, yaitu:

Nama Narasumber : Bapak Kuswono

Jabatan : Kepala Desa Sidokare

Tanggal : November 2022

Tempat : Kantor Desa Sidokare

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana kepala desa menyusun dan menerapkan kebijakan/peraturan dalam

penegakan integritas dan etika pada instansi?

2. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang pada pemerintahan desa dalam

pengelolaan dana desa?

3. Bagaimana pemerintah desa dalam menanggapi masukan yang diberikan

masyarakat terhadap pembangunan desa?

4. Apakah pemerintah desa mempunyai sturktur organisasi yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan dana desa?

5. Apakah kepala desa dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

kepada pegawai sudah tepat?

6. Bagaimana pemerintah desa Sidokare dalam memberdayakan masyarakat

desa?

7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare dalam

pelaksanaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan

akuntabel?

8. Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi

dalam pelaksanaan pembagunan desa dalam pengelolaan dana desa?

9. Bagaimana pemerintah desa Sidokare dalam mengatasi adanya risiko tersebut?
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10. Bagaimana pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan pada pengelolaan dana desa?

11. Apakah pemeritah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai

dengan pedoman yang berlaku?

12. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah desa

dalam pelaksanaan pembangunan desa?

13. Bagaimana kepala desa dalam memberikan informasi sebagai bentuk laporan

kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pembangunan dana desa?

14. Bagaimana bentuk pemantauan pemerintah desa Sidokare terhadap

pelaksanaan program pembangunan desa?

15. Apa saja prioritas penggunaan dana desa di desa Sidokare?
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Nama Narasumber : Bapak Mohammad Syukur

Jabatan : Sekretaris Desa

Tanggal : 8 dan 16 November 2022

Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana tahapan penyusunan anggaran desa di desa Sidokare?

2. Apa saja jenis pelaporan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?

3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana desa di desa Sidokare?

4. Bagaimana prosedur penatausahaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa

di desa Sidokare?

5. Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa Sidokare

dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?

6. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sidokare?

7. Bagaimana pengendalian atau tindakan yang dilakukan pemerintah desa

Sidokare untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pengelolaan dana

desa?

8. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah

desa Sidokare dalam pelaksanaan pembangunan desa?

9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah desa Sidokare pada

pengelolaan dana desa?

10. Apakah pembangunan di desa Sidokare tahun 2021 sudah terealisasi semua?
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Nama Narasumber : Ibu Ulya Wusiro Solikhati

Jabatan : Bendahara/Kaur Keuangan

Tanggal : 8 November 2022

Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme pelaporan dana desa pada pemerintah desa Sidokare?

2. Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa Sidokare

dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?

3. Apa saja laporan pertanggungjawaban yang di buat bendahara dalam

pengelolaan dana desa?

4. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa Sidokare dalam pengelolaan

dana desa?

5. Apa saja hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait

pengelolaan dana desa
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Nama Narasumber : Mustika Setyaningrum

Jabatan : Kaur Perencanaan

Tanggal : 16 November 2022

Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana laporan perencanaan yang dibuat pemerintah desa Sidokare terkait

pengelolaan dana desa?

2. Apakah ada hambatan dalam penyusunan laporan perencanaan pada

pengelolaan dana desa di desa Sidokare?
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Nama Narasumber : Sonhaji

Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sonhaji

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peran BPD dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa

Sidokare?

2. Bagaimana peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa?

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam

pengelolaan dana desa?

4. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sidokare?
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Nama Narasumber : Imam Prasetya

Sebagai : Masyarakat Desa Sidokare

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Imam Prasetya

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Sidokare?

2. Bagaimana masyarakat melaporkan bentuk penyimpangan pada

pengelolaan dana desa di desa Sidokare?

3. Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran

desa?
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Lampiran 6. Transkip Wawancara

Nama Narasumber : Bapak Kuswono

Jabatan : Kepala Desa

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Kantor Desa Sidokare

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana pemerintah desa

Sidokare menyusun dan

menerapkan kebijakan/ peraturan

dalam rangka penegakan

integritas dan etika pada instansi?

Pemerintahan desa menyusun kebijakan dengan

sistemnya musyawarah yang melibatkan tokoh

masyarakat dan tim, termasuk tim TPK dan

perangkat desa. Ini dibuat sesuai dengan peraturan

Bupati maupun Pemerintah pusat. Kalau tidak

sesuai otomatiskan menyalahgunakan.

2. Bagaimana pembagian tugas dan

wewenang pada pemerintahan

desa Sidokare dalam pengelolaan

dana desa?

Untuk pengelolaan dana desa yang jelas dikelola

oleh Bendahara desa. Apabila dana desa keluar itu

yang mengambil bendahara desa. Setelah kegiatan

dimulai yang mengerjakan langsung TPK pengelola

kegiatan tersebut. Fungsi-fungsinya ada, fungsinya

TPK untuk mengelola pekerjaan, juga ada

anggotanya untuk mengawasi pekerjaan tersebut,

jangan sampai pekerjaannya tidak sesuai dengan

perencanaan.

3. Bagaimana pemerintah desa

dalam menanggapi masukan yang

diberikan masyarakat terhadap

pemerintah desa?

Ya Alhamdulillah apabila ada masyarakat yang

memberikan saran, kritikan saya terima dengan

senang hati. Berarti ada istilahnya sama-sama untuk

membangun desa. Sehingga kita selalu hati-hati.

Apabila dari masyarakat ada kritik ke desa, jujur

saya senang, berarti benar-benar memperhatikan

adanya pembangunan desa Sidokare.
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4. Apakah pemerintah desa

mempunyai struktur organisasi

yang bertanggungjawab dalam

pengelolaan dana desa?

Yang jelas dalam struktur organisasi ada, kepala

desa dibantu oleh sekretaris desa dan juga

bendahara desa. Untuk dilapangan tetap TPK yang

bantu langsung.

5. Apakah kepala desa dalam

pendelegasian wewenang dan

tanggung jawab kepada pegawai

sudah tepat?

Iya sudah sesuai dengan pedoman. Yang jelas

kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada.

6. Bagaimana pemerintah desa

Sidokare dalam memberdayakan

masyarakat desa?

Masyarakat diberikan arahan dari kepala desa dan

juga dibantu BPD. Disini juga ada pelatihan

menjahit, ada pelatihan mengelas, ada pembuatan

pupuk organik.

7. Bagaimana pengawasan yang

dilakukan pemerintah desa

Sidokare dalam pelaksanaan dana

desa untuk mewujudkan

pemerintahan yang transparan

dan akuntabel?

Ya Alhamdulillah dengan adanya pembangunan

desa kita suruh petugasnya untuk mengawasi

pekerja yang melakukan pekerjaan dan juga dari

unsur masyarakat juga ikut mengawasi pekerjaan.

Sedangkan biar ada ketransparan ada istilahnya

spanduk ya juga ada. Ada papan informasi,

dibuatkan papan informasi kurang lebih ada 4, di

desa Sidokare Selatan dan Utara.

8. Bagaimana pemerintah desa

mengidentifikasi risiko yang

mungkin terjadi dalam

pelaksanaan pembagunan desa

dalam pengelolaan dana desa?

Ya Alhamdulillah tindakan dari kepala desa ya sing

pernah terjadi kita unsur masyarakat lingkungan

yang pas kebetulan ada proyeknya, kita

dikumpulkan, kita diberi arahan tetap yang kasih

arahan kepala desa tetap didampingi oleh pengurus-

pengurus dari pekerjaan, terutama dari ketua BPD.

9. Bagaimana pemerintah desa

Sidokare dalam mengatasi risiko

tersebut?

Kalau mengatasi masalah hal pekerjaan yang ada

resikonya ya tetap kita diundang,

dimusyawarahkan. Nah musyawarah tersebut agar

kita mendapat kemufakatan bersama, sehingga
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tidak ada gejolak apapun. Tapi Alhamdulillah

sampai sekarang ini ya berjalan dengan lancar tidak

ada hambatan apapun.

10. Bagaimana pengendalian yang

dilakukan untuk mencegah

terjadinya penyimpangan pada

pengelolaan dana desa?

Cara pencegahan berarti begitu ada istilahnya

pekerjaan mau dimulai, kita diambil seperti hal

yang kebutuhan. Contoh, misalnya ada

pembelanjaan kita begitu pembelanjaan sesuai

dengan kwitansinya yang diberikan. Misalnya

belanjanya 5 juta atau 10 juta dikasihkan 10 juta.

Sing penting bentuk kwitansi yang ada sesuai. Jadi

ndak semudah itu mengeluarkan istilahnya

keuangan, sing penting ada bentuk kwitansi

belanja-belanja baru kita laksanakan. Harus ada

buktinya.

11. Apakah pemerintah desa dalam

pelaksanaan dana desa sudah

sesuai dengan pedoman yang

berlaku?

Alhamdulillah insyaAllah sesuai dengan pedoman.

12. Bagaimana bentuk evaluasi

terhadap kinerja yang dilakukan

pemerintah desa dalam

pelaksanaan pembangunan desa?

Ya untuk mengevaluasi pembangunan desa setelah

pekerjaan kita mulai tetap ada tim untuk mengawasi

TPHP, berarti ikut melakukan pengawasan

pekerjaan tersebut, biar pekerjaan sesuai dengan

RABnya jangan sampai menyimpang.

13. Bagaimana kepala desa dalam

memberikan informasi sebagai

bentuk laporan kepada

masyarakat tentang

penyelenggaraan pembangunan

desa?

Kita dibuatkan jenis anu papan informasi. Papan

dipinggir jalan. Rinciannya ya ada dana ini dana

desa pokoknya lengkap. Ada dokumentasi juga.
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14. Bagaimana bentuk pemantauan

pemerintah desa Sidokare

terhadap pelaksanaan program

pembangunan desa?

Saat ini terus terang masalah pekerjaan kita

diupayakan harus swakelola. Swakelola tersebut

Alhamdulillah masyarakat desa Sidokare

bekerjanya benar-benar giat mba. Kalau toh kita ada

yang istilahnya pekerja kurang baik kita tegur kasih

saran, marilah kita membangun desa demi

kemajuan desa Sidokare, sehingga masyarakat

akhirnya semangat bekerja karena benar-benar

niatnya membangun desa. Ini pekerjanya diambil

dari desa semua.

15. Apa saja prioritas penggunaan

dana desa di desa Sidokare?

Saat iki berarti dana desa untuk pembangunan fisik,

untuk penanganan covid yang kemarin juga ada,

pemberdayaan masyarakat juga ada.
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Nama Narasumber : Bapak Mohammad Syukur

Jabatan : Sekretaris Desa

Tanggal Wawancara : 8 dan 16 November 2022

Tempat : Kantor Desa Sidokare

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana tahapan penyusunan

anggaran desa di desa Sidokare?

Itu yang pertama menyusun RPJM. Kemudian yang

berikutnya menyusun RKPDesa. Dan yang terkahir

dituangkan dalam APBDesa. RPJM itu berlaku enam

tahunan, itu sesuai dengan masa kerja kepala desa.

Jadi, dalam RPJM itu sudah disusun pertahun.

Kemudian tiap tahunnya dituangkan atau dimusdeskan

atau dirapatkan di RKPDesa bersama warga.

Kemudian untuk penetapan APBDes itu ada

musyawarah dengan BPD.

2. Apa saja jenis pelaporan dalam

pelaksanaan pengelolaan dana

desa?

Pelaporannya berarti, kalau keuangannya itu ada

Siskedes (Sistem Informasi Keuangan Desa) itu

laporannya langsung dengan pusat. Kemudian ada

LPJ, laporan yang disusun dengan istilahnya dengan

menyetarkan bukti-bukti pengeluaran belanja dan

bukti dukung lainnya.

3. Bagaimana mekanisme pelaksaan

dana desa di desa Sidokare?

Mekanismenya dari pertama pengajuan itu kita

menyusun RKKD. Kemudian disertai dengan RAB

baik fisik maupun non fisik. Kemudian disertai dengan

dokumen-dokumen lainnya seperti dokumen RKP dan

APBDes.

4. Bagaimana prosedur

penatausahaan dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa di desa

Sidokare?

Kalau penatausahaanya itu ya sesuai dengan pedoman

dana desa. Itu biasanya pedom dikeluarkan tiap tahun,

ada perbedaan tiap tahunnya itu tidak begitu banyak

atau signifikan. Kemudian dalam pedom tersebut kalau
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penatausahaan itu sudah muncul di aplikasi tadi

siskedes. Ada perencanaan, penatausahaan, pelaporan

dan lain sebagainya.

5. Bagaimana prosedur pelaporan

pertanggungjawaban pemerintah

desa Sidokare dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa?

Seperti yang tadi awal saya bilang untuk sistem

pelaporannya pun sekarang menggunakan siskedes.

Jadi dana itu sudah dikontrol langsung oleh pusat.

6. Apa saja hambatan dalam

pelaksanaan pengelolaan dana

desa di desa Sidokare?

Untuk hambatan itu tadi pemahaman aplikasinya.

Penguasahaan aplikasi itu tidak satu tahun dua tahun.

Kemudian dari aparatur pemerintah desanya dalam

artian SDM.

7. Bagaimana pengendalian atau

tindakan yang dilakukan

pemerintah desa Sidokare untuk

mencegah terjadinya

penyimpangan pada pengelolaan

dana desa?

Jadi, untuk pengendalian atau tindakan yang dilakukan

dari pemerintah desa sendiri ini saling koordinasi

dengan pihak-pihak terkait. Baik dengan TPK,

kemudian TPHP, kemudian pihak Kecamatan,

pendamping desa, maupun DINPERMASDES selaku

Pembina aparatur desa.

8. Bagaimana bentuk evaluasi

terhadap kinerja yang dilakukan

oleh pemerintah desa Sidokare

dalam pelaksanaan pembangunan

desa?

Evaluasi biasanya dilakukan monev. lalu kinerja

perangkat desa itu biasanya ada pembinaan dari Pak

kepala desa, diadakan staf meeting. Kalau dari

Kecamatan ataupun DINPERMASDES itu biasanya

ada jadwal rutin, untuk istilahnya, apa ya, penilaian

terhadap kinerja perangkat desa.

9. Bagaimana bentuk pengawasan

yang dilakukan pemerintah desa

Sidokare pada pengelolaan dana

desa?

Ini bentuk pengawasannya itu kan tadi seperti saya

bilang, itu ada monev. Monev tersebut nanti disitu

dihadirkan TPK selaku tim pengelola kegiatan,

kemudian TPHP, TPHP itu tim pemeriksa hasil

kegiatan. Kemudian dari lembaga-lembaga terkait

seperti BPD, kemudian LPMD itu dilibatkan dalam

monev. Nah kemudian tim monev dari Kecamtan
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sendiri pun mereka mengajak serta PD pendamping

desa dan juga PLD pendamping lokal desa. Lalu dari

pihak Kecamatan sendiri biasanya kasih yang

membidangipengelolaan dana desa tersebut.

Kemudian dalam monev tersebut nanti dituangkan, ada

berita acaranya, sesuai apa nggak baik itu fisiknya

maupun secara adaministrasinya.

10. Apakah pembangunan desa

Sidokare tahun 2022 sudah

terealisasi semua?

Kalau untuk pembangunannya sudah terealisasi

semua, tapi ada beberapa kegiatan yang akan

dilaksanakan karena ini kan akhir tahun, jadi kalau

fisiknya sudah selesai semua, tinggal non fisik

kemudian sama yang satunya lagi BLT. BLT itu bulan

ke empat itu Desember, November sama Oktober.

Kalau dari dana desa sendiri untuk penanggulangan

covid ada 8% dari total anggaran dana desa itu sudah

ada sendiri 8%. Kemudian untuk BLT nya juga

bervariatif dari tahun ke tahun. Dulu pernah hampir

60% 50% untuk BLT. Tapi, untuk tahun ini itu

diwajibkan 40% (penerima) untuk BLT.
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Nama Narasumber : Bu Ulya Wusiro Solikhati

Jabatan : Kaur Keuangan/Bendahara

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Kantor Desa Sidokare

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana mekanisme

pelaporan dana desa pada

pemerintah desa Sidokare?

Untuk proses pelaporan dana desa, yang pertama

setelah pelaksanaan sudah selesai itu yang

dikumpulkan kwitansi-kwitansi pembelian,

pembayaran upah pekerja, tidak lupa dokumentasi

berupa tanda tangan pekerja dan foto. Nanti juga ada

evaluasi diakhir oleh Kepala Desa.

2. Bagaimana prosedur pelaporan

pertanggungjawban pemerintah

desa Sidokare dalam

pelaksanaan pengelolaan dana

desa?

Prosedur laporan pertanggungjawaban yang pertama,

yang pasti akan bertanggungjawab itu Pak Kades

selaku yang bertanggungjawab. Nanti dibawahnya ada

Pak Sekdes sebagai koordinator. Terus ada Kaur

Keuangan sebagai penatausahaan. Kasi Kesra sebagai

pelaksana dilapangan untuk pembangunan. Terus

Kaur Perencanaan selaku perencanaan sebelum dan

sesudah. Ada tim TPK itu pada saat pembangunan

dilaksanakan. Yang terakhir ada tim TPHP untuk

mengetahui kualitas yang dibangun untuk

pembangunan fisik.

3. Apa saja laporan

pertanggungjawaban yang

dibuat bendahara dalam

pengelolaan dana desa?

Ya mulai dari (laporan) uang yang diambil dari bank

itu berapa. Terus yang digunakan untuk pembelian,

uang keluar untuk pengadaan dan pembelian. Setelah

itu, tidak lupa juga untuk ada (laporan) bayar pajak

sesuai dengan aturan, ada pajak PPN, PPH. Kalau

laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kita

ambilnya bertahap. Kalau dana desa dibagi menjadi



XXIII

tiga tahap, jadi tiga laporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban itu dilaporakan ke Kecamatan.

Setelah di Kecamatan nanti akhirnya dilaporkan juga

ke DINPERMASDES (Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa).

4. Bagaimana bentuk keterbukaan

pemerintah desa Sidokare

dalam pengelolaan dana desa?

Diawal biasanya sudah dicetak Alokasi Dana Desa

yang bisa dibaca oleh masyarakat. Kalau disini

ditempelkan didepan nanti bisa dicek dipapan

informasi. Terus untuk pembangunan fisik biasanya

sudah terpasang papan pembangunan dan setelah jadi

nanti ada prasastinya. Selain itu juga biasanya kalau di

Pemerintahan Desa itukan pakainya swakelola yaitu

tenaga kerja warga dari desa sendiri.

5. Apa saja hambatan dalam

penyusunan laporan

pertanggungjawban terkait

pengelolaan dana desa?

Hambatannya biasanya Rencana Belanja kadang

kurang sesuai dengan pelaksanaan karena ada

kenaikan harga, pasti itu kendalanya perubahan.

Pelaporan harus mengikuti perubahan dulu baru bisa

dianggarkan. Terus pengumpulan data-data, data-data

kan banyak mengikuti kwitansi itu juga untuk

pengumpulannya butuh wajtu yang lebih. Pelaporan

emang rata-rata tidak tepat waktu, karena kan untuk

mengumpulkan data-data itu tidak sedikit, apalagi

untuk pembayaran pajak. Untuk pelaksanaannya

insyaAllah sudah sesuai dengan prosedur, sesuai

dengan Rencana Anggaran Belanja juga.
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Nama Narasumber : Ibu Mustika Setyaningrum

Jabatan : Kaur Perencanaan

Tanggal Wawancara : 16 November 2022

Tempat Wawancara : Kantor Desa Sidokare

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana laporan

perencanaan yang dibuat

pemerintah desa Sidokare

terkaur pengelolaan dana desa?

Berarti untuk laporannya itu, laporan perencanaan itu

berupa PERDES (Peraturan Desa) yaitu berbentuk

seperti rancangan kegiatan pembangunan dan rencana

belanja kegiatan.

2. Apakah ada hambatan dalam

penyusunan perencanaan pada

pengelolaan dana desa di desa

Sidokare?

Kalau selama ini ndak ya, Cuma kadangkan untuk

warga pingin didahulukan. Misalkan RT segini pingin

didahulukan. Cuma kan kadang kita lihat prioritasnya

yang paling urgent yang mana, kayak gitu.
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Nama Narasumber : Bapak Sonhaji

Jabatan : Ketua BPD Desa Sidokare

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Rumah Bapak Sonhaji

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana peran BPD

dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa

di desa Sidokare?

Ikut mengawasi dalam pelaksanaan proyek

apapun. Baik itu dana desa atau dana sumber lain

dari provinsi dan sebagainya. Jadi, mengawasi.

Dalam pengawasan itu kalau misalnya sebuah

proyek itu kan ada yang namanya TPK, kemudian

ada pendamping desa dan sebagainya. Jadi,

masing-masing kegiatan itu kan dalam 1 tahun itu

ada yang namanya pengawasan itu. Nah dari

proyek itu yang diajukan nanti diverifikasi mana

yang lebih utama dalam pelaksanaan itu. Dalam

verifikasi itu nanti, sebelumnya prosesnya kan

ada musyawarah dusun (musdus), kemudian dari

musdus naik menjadi musyawarah desa (musdes),

dari musdes nanti naik lagi menjadi

musrenbangdes. Nah setelah itu di verifikasi dana

manapun yang cair, nanti baru yang diutamakan

lebih dulu. Untuk masalah anggaran berarti kan

dari sana sudah ada plotnya masing-masing. Jadi,

kita hanya mengawasi. Jadi kalau misalnya

proyek nanti diakhir itu ada yang namanya

monev. Nah BPD pun ikut ketika sudah 100%

dimonev oleh Kecamatan. Biasanya dari Pak

Sekdes, dari Tim Kecamatan dan sebagainya.

BPK dalam mengawasi itu kan ada TPK,
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kemudian ada dari pedamping desa, nah nantikan

dalam pelaksanaan itu sesuai nggak dengan

peraturan itu misalnya proyek sekian dan

sebaginya.

2. Bagaimana peran BPD

dalam menampung dan

menyalurakan aspirasi

masyarakat kepada

pemerintah desa

Sidokare?

Nah itu, kan ada musdus dari musdus, kemudian

disini kan ada dusun Sidokare Selatan sama

Utara. Hasil dari musdus itu kemudian di

musdeskan. Nah dari musyawarah desa itu nanti

kemudian di musrenbangdesakan. Jadi, intinya

proyek apapun atau yang diutamakan

keputusannya nanti dari musrenbangdes itu. Jadi,

kalau di musrenbangdes kemudian ke Kabupaten

proyek itu yang lebih diprioritaskan. Awalnya kan

begini, masing-masing RT mengajukan apa, kan

gitu, makanya namanya musyawarah dusun.

Setelah nanti diprioritaskan nanti

dimusrenbangdeskan. Sebetulnya rumit juga,

makanya kan kalau ada musdus kemudian

ditingkatkan menjadi musdes ya basanya eyel-

eyelan. Kan ada yang misalnya sudah

dimusdeskan sudah 2 tahun ternyata karena

anggaran sekarangkan ada ini ada pengurangan,

seperti kemarin ada covid dan sebaginya yang

harus digunakan untuk penanganan covid.

Sehingga banyak program yang secara fisik

tertunda. Jadi karena yaa itu, dengan adanya covid

anggaran jadi berubah-ubah. Jadi harus sekian

persen untuk fisik kemudian tambahan non fisik

dan sebagainya. Jadi, anggaran itu sudah

presentasenya sudah dari pemerintah.



XXVII

3. Bagaimana bentuk

pengawasan yang

dilakukan oleh BPD

dalam pengelolaan

dana desa?

Laporannya dari LPJ. Jadi, dana desa misalnya

kan dalam 1 tahun rencananya begini-begini,

nanti ada ini laporannya. Misalnya, untuk laporan

sekian persen dan sebaginya. Dari kita hanya

melihat dari desa. Berarti kan ada laporan

misalnya anggaran sekian-sekian, nah kita

melakukan musyawarah desa dan perangkat desa.

Nanti kami, ketua BPD laporan dari desa

kemudian di musyawarahkan dan sebagainya,

kami tinggal mempelajari LPJ (laporan

pertanggungjawaban).

4. Apakah ada hambatan

dalam pelaksanaan

pengelolaan dana desa?

Yaa paling kendalanya itu, misalnya program

tahun ini, ehh ternyata anggaran dari pemerintah

untuk tahun kedepannya. Jadi, banyak program

yang seharunya tahun ini misalnya harus selesai,

ternyata anggaran dari sana ada pengurangan dan

sebaginya. Jadi, kendalanya hasil daripada

musdes belum tentu direalisasikan, itu

kendalanya.
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Nama Narasumber : Bapak Imam Prasetyo

Tanggal Wawancara : 8 November 2022

Tempat : Rumah Bapak Imam Prasetyo

No Pertanyaan Jawaban

1.

Apakah Bapak pernah

mengikuti musyawah desa

dalam perencanaan

pembangunan desa?

Ya setiap musdes saya ikut, karena saya ikut

didalamnya sebagai KPMD (Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa).

2.

Apa saja peran masyarakat

dalam perencanaan desa?

Peran masyarakat yaitu ikut mengawasi bagaimana

perkembangan atau pembangunan desa, terutama

desa-desa yang perlu kita prioritaskan untuk

mendapatkan pembangunan tersebut. Misalkan pada

jalanan yang tidak layak atau rusak itu kadang sebagai

masyarakat tentunya untuk mengajukan atau

mendukung pembangunan di desanya.

3.

Bagaimana masyarakat

melaporkan bentuk

penyimpangan pada

pengelolaan dana desa di

desa Sidokare?

Di desa masing-masing pasti sering terjadi adanya

penyimpangan yang mungkin dari pembangunan

yang tidak memenuhi spesifikasi. Ya adanya kurang

kuatnya hasil pembangunan, misalkan pada jalan

aspal, bangunan gedung itu sering. Ya kita paling

melapor pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

4.

Bagaimana bentuk

pengawasan masyarakat

terhadap anggara desa

Sidokare?

Kebetulan saya di desa Sidokare itu juga sebagai

TPHP (Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan) kalau di dana

desa. Terus kalau di ADD atau provinsi atau bantuan

yang lain sebagai TPK. Saya sebagai TPHK dan TPK

setiap ada pembangunan saya sering mengawasi yang

memang sudah tugas saya. Makanya saya berperan

aktif di dana desa tersebut dalam pengawasan

pembangunan desa. Saya sebagai TPHP akan
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berkoordinasi dengan Tim Kecamatan untuk

memperbaiki atau mengembangkan, misalkan ada

dana yang tersisa, kita kembangkan untuk apa itu bisa.
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